
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan 
Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, 
menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa Pengelolaan dana 
Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan 
kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan 
peyesuaian penganggaran Alokasi Dana Kapitasi JKN pada 
APBD, dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

BUPATI LANGKAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT 
NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LANGKAT 
NOMOR 8 TAHUN 2022 

BUPATI LANGKAT 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

SALIN AN 

Mengingat 

Menimbang 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 ten tang Pemindahan 
lbukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati I1 
Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan 
Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 1371 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 6322}; 

13. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula 
berjumlah sebesar Rp.l.901.965.980.708,00 bertambah Rp.101.034.955.569,00 
sehingga menjadi Rp.2.003.000.936.277,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 45) sebagairnana te]ah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 6) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

: PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPAT[ LANGKAT NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 926); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 936); 

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Ka bu paten Langkat Nomor 63); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nornor 6 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 6); 

21. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 
2021 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Nornor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Langkat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Langkat 
Tahun 2022 Nomor 6); 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur 
dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah 
Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 45) sebagairnana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 (Serita 
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 6), dinyatakan masih berlaku. 

Pasal 3A 

4. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3. Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Kesehatan dan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat. 

2. Ketentuan Lampiran 1 dan Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 
2) Bertambah/ {berkurang) :c....;;R.,;;..P·;__ o.._,o_o 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan .:..:R:..c::P..:..· _ ____:::3;..:...0=-0=-0::....: . ...;:.0...;;.0-=0"""".0;...;0;...;0;;...., __ 0~0 

5.098.360.992,00 

8.098.360.992,00 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/{berkurang) Rp. 8.098.360.992,00 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 

2. Belanja 
a. Semula Rp. l.901.965.980.708,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 101.034.955.569,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.003.000.936.277,00 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (5.098.360.992,00) 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp. l.904.965.980.708,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 92.936.594.577,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. l.997.902.575.285,00 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR: e 

SYAH AFANDIN 

ttd 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal ~.Q April 2022 

Plt. BUPATI LANGKAT 
WAKIL BUPATI, 

INDRA SALAHUDIN 

ttd 

Diundangkan di Stabat 
pada tanggal ;i;;. April 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


